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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A   N

No.  38 PK/Pdt /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  pen in jauan  kembal i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara :       

MARTHEN ERICH SREM SREM, ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Raya  Abepura ,  Jayapura  (samping  Toko  Agro  Segar )  

Abepura ,  Jayapura ;

Pemohon Peninjauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Pemohon 

Kasas i /  Tergugat /Te rband ing ;

melawan:

HANDOYO  TJONDROKUSUMO, peker j aan  Di rek tu r  PT.  

Andhika  Timur  Surya ,  berkedudukan  d i  Ja lan  I r i an  

No.  17 Jayapura  Utara ,  Jayapura ;

Termohon Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Termohon 

Kasas i /

Penggugat /Pemband ing ;

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Pemohon 

Kasas i /Te rguga t /Te rband ing  te l ah  mengajukan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah Agung R. I .  No.  

544/Pdt / 2009  tangga l  25  November  2009  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap ,  da lam perkaranya  melawan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  dahulu  sebaga i  Termohon 

Kasas i /Pengguga t /Pemband ing  dengan  pos i t a  gugatan  sebaga i  

ber i ku t :

Bahwa Penggugat  se laku  Di rek tu r  PT.  Andhika  Timur  Surya  

ada lah  pemi l i k  seb idang  tanah  se luas  49.991  m2 (empat  pu luh  

sembi lan  r i bu  sembi l an  ra tus  sembi lan  puluh  satu  meter  

perseg i )  berdasarkan  Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  

584/1997 ,  yang  te r l e t a k  di  be lakang  kampus  STIE  Ot tow  & 

Geiss le r  Kotara j a  Dalam,  Desa/Ke lu rahan  Vim,  Dis t r i k  

Hal .  1 dar i  24 ha l .  Put .  No.  38 PK/Pdt /2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abepura ,  Kota  Jayapura ,  dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t :

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  tanah  mi l i k   H.  Yus in ;

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan- tanah  adat ;

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan tanah  adat ;

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  tanah  adat ;

Bahwa  proses  pemi l i k an  tanah  o leh  Penggugat  te l ah  

di l akukan  menuru t  keten tuan  dan  prosedur  hukum,  baik  hukum 

adat  maupun  yang  d ia tu r  o leh  Undang- Undang  Pokok  Agrar i a  

(UUPA)  Indones ia ;

Bahwa  Penggugat  mempero leh  tanah  obyek  sengketa  

berdasarkan  jua l - be l i  dengan  pemi l i k  hak  atas  tanah  adat  

yang  dibuk t i k an  dengan  sura t  pernya taan  pe lepasan  hak  atas  

tanah  adat  tangga l  05 Agustus  1995;

Bahwa atas  permohonan  Penggugat  berdasarkan  bukt i  sura t  

pernya taan  pe lepasan  hak  atas  tanah  adat  tangga l  05 Agustus  

1995,  Kanto r  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Kota  Jayapura  

menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan No.  584 tangga l  26  

Ju l i  1997;

Bahwa  kemudian  sete lah  te rb i t n ya  Ser t i f i k a t  Hak  Guna 

Bangunan              No.  584/1997 ,  dengan  sura t  pernya taan  

tangga l  31  Ju l i  1997  p ihak  adat  te l ah  menyatakan  dan  

mengaku i  kepemi l i k an  tanah  te rsebu t  ada lah  sah  mi l i k  

Penggugat ;

Bahwa  karena  proses  pemi l i k an  tanah  te rsebu t  o leh  

Penggugat  te l ah  di l akukan  dengan  penuh  i t i k ad  ba lk  dan  

menuru t  prosedur  hukum  yang  benar ,  maka  kepemi l i k annya  

ada lah  sah dan t i dak  dapat  d isangka l  lag i ;

Bahwa di  atas  tanah  mi l i k  Penggugat  te rsebu t  Penggugat  

te l ah  mendi r i k an  beberapa  bangunan  rumah  untuk  perumahan,  

akan  te tap i  pembangunan  perumahan  yang  di l akukan  Penggugat  

t i dak  dapat  te rus  di l an j u t kan ,  karena  Tergugat  tanpa  se i j i n  

dan  sepengetahuan  Penggugat  masuk  dan  menguasa i  beberapa  

bangunan  rumah  di  atas  tanah  mi l i k  Penggugat  yang  te lah  

dibangun  Penggugat  ser ta  menghalang- halang i  Penggugat  

melan ju t kan  akt i f i t a s  pembangunan  perumahan  di  atas  tanah  

mi l i k  Penggugat  te rsebu t ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbua tan  Tergugat  masuk  dan  menguasa i  bangunan  

rumah yang  dibangun  Penggugat  d i  atas  tanah  mi l i k  Penggugat  

ser ta  menghalang i  Penggugat  da lam  akt i f i t a s  melan ju t kan  

pembangunan  perumahan  d i  atas  tanah  te rsebu t  adalah  

merupakan  perbua tan  melawan  hukum  yang  sangat  merug ikan  

Penggugat ;

Bahwa atas  perbuatan  Tergugat  menguasa i  obyek  sengketa ,  

Penggugat  te l ah  menghubung i  Terguga t  dan  berupaya  secara  

keke lua rgaan  agar  Terguga t  atau  s iapa  sa ja  yang  mendapatkan  

hak  dar i  padanya  mengosongkan  tanah  te rsebu t ,  akan  te tap i  

upaya  keke lua rgaan  te rsebu t  t i dak  mendapat  tanggapan  

pos i t i f  dar i  Tergugat ;

Bahwa  ak iba t  perbua tan  melawan  hukum  yang  d i l akukan  

Tergugat  te l ah  nyata  sangat  merug ikan  Penggugat ,  maka 

sepantasnya  bi l a  Penggugat  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  menghukum Tergugat  dan  

s iapapun  yang  mempero leh  hak  dar i  Terguga t  untuk  

mengembal i kan  dan  menyerahkan  bangunan  rumah  dan  tanah  

obyek  sengketa  yang  d ikuasa inya  kepada  Penggugat  da lam 

keadaan  kosong  seper t i  semula  tanpa  beban  apapun  di  

atasnya ;

Bahwa  ak iba t  dar i  perbua tan  melawan  hukum  Terguga t  

te rsebu t  Penggugat  te l ah  mengalami  kerug ian  baik  secara  

mater i l  maupun  immater i l ,  kerug ian  mana  dapat  d i r i n c i k an  

sebaga i  ber i ku t :

- Kerug ian  mater i l  ak iba t  t i dak  dapat  mengusahakan  tanah  

te rsebu t  se jak  te rb i t n ya  ser t i f i k a t  hak,  yakn i  se jak  

tahun  1997  sampai  gugatan  in i  d ida f t a r kan  (10  tahun) ,  

t i ap  tahun  dipe rh i t u ngkan  semest i nya  Penggugat  

mempero leh  keuntungan  dar i  pengusahaan  tanah  te rsebu t  

sebesar  Rp 100.000 .000 ,00  (se ra tus  ju t a  Rupiah) ,  maka 

kerug ian  Penggugat  se lama  sepu luh  tahun  sebesar  Rp 

1.000 .000 .000  (sa tu  mi lya r  Rupiah) ;

- Kerug ian  mater i l  ak iba t  perkara  in i  Penggugat  harus  

mengeluarkan  biaya  untuk  berperka ra  di  Pengad i l an  dan  

biaya  advoka t  sebesar  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000 .000 ,00  (se ra tus  ju ta  Rupiah) ;

- Kerug ian  immater i l  ak iba t  te rs i t a nya  waktu ,  p ik i r an  

dan  tenaga  ak iba t  perbua tan  Tergugat  dapat  

d ipe rh i t u ngkan  sebesar  Rp 500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  

ju ta  Rupiah) ;

Bahwa  kerug ian  te rsebu t  harus  dibayar  oleh  Terguga t  

secara  tuna i  dan langsung  kepada  Penggugat .  Jumlah  te rsebu t  

akan  ber tambah  sebesar  2% set i ap  bulan  sampai  te rbaya r  

lunas  oleh  Terguga t ;

Bahwa untuk  mencegah  semakin  ber tambahnya  kerug ian  yang  

dia lami  Penggugat ,  maka patu t  k i r anya  Maje l i s  Hakim  da lam 

perkara  in i  untuk  mengambi l  t i ndakan  prov i s i ona l  berupa  

melarang  Tergugat  atau  s iapa  sa ja  mendi r i k an  bangunan  atau  

berak t i f i t a s  apa sa ja  di  atas  tanah  obyek  sengketa  te rsebu t  

sampai  perkara  in i  d ipero l eh  putusan  yang  berkekua tan  hukum 

te tap .  Pelanggaran  te rhadap  putusan  prov i s i ona l  te rsebu t  

berak iba t  pengenaan  sanks i  pada  Tergugat  atau  s iapa  sa ja  

untuk  membayar  denda  sebesar                          Rp 

500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  Rupiah) ;

Bahwa  untuk  mencegah  semakin  ber tambahnya  kerug ian  

Penggugat  dan  untuk  menjamin  agar  gugatan  in i  maka  patu t  

dan  bera lasan  hukum k i ranya  Penggugat  mohon kepada  Maje l i s  

Hakim  yang  menangani  perkara  in i  untuk  mele takkan  s i t a  

jaminan  te rhadap  bangunan  rumah  dan  tanah  mi l i k  Penggugat  

yang  dikuasa i  Tergugat  atau  s iapapun  yang  mendapatkan  hak  

dar i  padanya  ( rev ind i ca t o i r  bes lag )  dan  har ta  benda  mi l i k  

Tergugat  ( conserva to i r  bes lag )  ba ik  yang  t i dak  bergerak  

maupun  har ta  benda  bergerak  yang  nant i nya  akan  dibua tkan  

daf ta r  te rsend i r i ;

Bahwa  oleh  karena  gugatan  in i  d ia jukan  berdasarkan  

fak ta  dan  bukt i  auten t i k  yang  t i dak  dapat  d isangka l  

kebenarannya  maka patu t l ah  k i ranya  Penggugat  mohon putusan  

Pengad i l an  di j a l ankan  te r l eb i h  dahu lu / se r t a - merta  

( ui t voe rbaa r  bi j  voor raad )  meskipun  ada  bantahan  band ing  

ataupun  kasas i ;

Bahwa untuk  menjamin  dipa tuh inya  putusan  dalam perkara  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in i  dengan  segera ,  patu t  k i ranya  Tergugat  d ibeban i  uang  

paksa  ( dwangsom)  sebesar       Rp 500.000 ,00  ( l ima  ra tus  

r i bu  Rupiah)  per  har i  apab i l a  Terguga t  la l a i  menja lankan  

putusan  Pengadi l an  te rh i t u ng  sete lah  putusan  Pengad i l an  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap  sampai  te rbayar  tunas ;

Bahwa  Penggugat  ada lah  benar - benar  subyek  hukum 

ber i t i k ad  baik  da lam  mengajukan  gugatan  perda ta  in i  maka 

patu t  k i ranya  Maje l i s  Hakim  menghukum  Tergugat  untuk  

membayar  se lu ruh  b iaya  perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengadi l an  Neger i  Jayapura  agar  te r l eb i h  

dahu lu  mele takkan  s i t a  jaminan  atas  har ta  benda  mi l i k  

Tergugat  ba ik  yang  t i dak  bergerak  maupun  har ta  benda  

bergerak  dan  se lan ju t nya  menuntu t  supaya  Pengadi l an  Neger i  

te rsebu t  member i kan  putusan  yang  dapat  d i j a l ankan  leb ih  

dahu lu  sebaga i  ber i ku t :

DALAM PROVISI :

Melarang  Tergugat  atau  s iapa  sa ja  mendi r i k an  bangunan  atau  

menghent i kan  sega la  akt i f i t a s  apa  sa ja  di  atas  tanah  dan  

bangunan  rumah obyek  sengketa  sampai  perkara  in i  d ipero l eh  

putusan  yang  berkekua tan  hukum te tap .

Pelanggaran  te rhadap  putusan  prov i s i ona l  te rsebu t  berak iba t  

pengenaan  sanks i  pada  Tergugat  atau  s iapa  sa ja  untuk  

membayar  denda  sebesar  Rp  500.000 .000  ( l ima  ra tus  ju ta  

Rupiah) ;

DALAM PUTUSAN AKHIR:

PRIMER:

1. Mener ima  dan mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  Penggugat  adalah  pemi t i k  seb idang  tanah  

se luas  49.991  m2 (empat  pu luh  sembi lan  r i bu  sembi l an  

ra tus  sembi lan  puluh  satu  meter  perseg i )  berdasarkan  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  584/1997  dan  

bangunan- bangunan  rumah  yang  ada  d i  atasnya  yang  

te r l e t a k  d i  be lakang  Kampus  STIE  Ottow  &  Geiss le r  

Kotara ja  Dalam,  Desa/Ke lu rahan  Vim,  Dis t r i k  Abepura ,  
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Kota  Jayapura ,  dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t :

- Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  tanah  mi l i k  H.  

Yus in ;

- Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  tanah  adat ;

- Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan tanah  adat ;

- Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  tanah  adat ;

3. Menyatakan  bahwa  Tergugat  te lah  melakukan  perbua tan  

melawan hukum ( onrech tmat i ge  daad ) ;

4. Menghukum Tergugat  atau  s iapapun  yang  mempero leh  hak  

dar i  padanya  untuk  menyerahkan  kembal i  tanah  dan  

bangunan  rumah  obyek  sengketa  yang  dikuasa i  kepada  

Penggugat  da lam  keadaan  kosong  seper t i  semula  tanpa  

beban apapun di  atasnya ;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  gant i  rug i  atas  

to ta l  kerug ian  mater i l  yang  dia lam i  Penggugat  sebesar  

Rp 1.100 .000 .000  (sa tu  mi lya r  sera tus  ju ta  Rupiah)  dan  

kerug ian  immater i l  yang  dia l am i  Penggugat  sebesar  

Rp  500.000 .000  ( l ima  ra tus  ju ta  Rupiah) ,  jumlah  

te rsebu t  d i t ambah  2% set i ap  bulan  sampai  te rbayar  

lunas  oleh  Terguga t  kepada  Penggugat ;

6. Menyatakan  s i t a  jaminan  yang  di l e t akkan  da lam perkara  

in i  sah  dan berharga ;

7. Menyatakan  putusan  perkara  in i  dapat  d i l aksanakan  

te r l eb i h  dahu lu / se r t a - merta  meskipun  ada  bantahan ,  

band ing  maupun kasas i ;

8. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  

( dwangsom)  sebesar   Rp  500.000 ,00  ( l ima  ra tus  r i bu  

Rupiah)  per  har i  te rh i t u ng  sete lah  putusan  Pengad i l an  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  dan  past i  ser ta  

dibayarkan  tuna i  kepada  Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i ;

SUBSIDER:

Apabi l a  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  memi l i k i  per t imbangan  

la i n ,  mohon k i ranya  putusan  yang  sead i l - ad i l nya ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  
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mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  

1. Bahwa para  pihak  t i dak  lengkap ;

2. Bahwa  untuk  memper je l as  sta tus  sengketa  tanah  adat  

yang  mula- mula  mi l i k  Tergugat  yang  se lan ju t n ya  

di l epaskan  haknya  secara  t i dak  sah  kepada  Penggugat  

seh ingga  dengan  dasar  yang  t i dak  sah  i t u  proses  

menjad i  Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  584/1997 ,  

yang  te r l e t a k  d i  Desa/  Kelu rahan  Vim,  Dis t r i k  Jayapura  

Sela tan ,  Kota  Jayapura ,  Terguga t  mohon  kepada  Ketua  

dan  Maje l i s  Hakim  untuk  menghad i r kan  per tama  ah l i  

war i s  dar i  a lmarhum Lou is  Maraud je  ber tempat  t i ngga l  

d i  Kotara j a  Dalam Jayapura  dan  ahl i  war i s  dar i  Yul i  

I reuw  ber tempat  t i ngga l  d i  Kotara j a  Dalam  Jayapura  

yang  menjua l  tanah  adat  yang  disengke takan  di  hadapan  

Bapak  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim  dengan  membawa bukt i -

bukt i  pemi l i k an  tanah  adat  dar i  Dewan  Adat  Tobat i  

Enggros  dan  Ondoaf i  Besar  Tobat i  Enggros  yang  berada  

di  wi layah  Kotamadya  Jayapura ;

3. Bahwa  sta tus  kepemi l i k an  mula- mula  in i  yang  ke l i r u  

diadmin i s t r a s i k an  oleh  ins tans i  yang  mengeluarkan  

Ser t i f i k a t  HGB No.  584/1997  yang  te r l e t a k  Di  Desa Vim,  

Dis t r i k  Abepura ,  Kotamadya  Jayapura  yang  mana ha l  in i  

sangat  menusuk  perasaan  kead i l an  dar i  Tergugat  dan  

keadaan  yang  te lah  te r j ad i  in i  membuat  berbe l i t - be l i t  

proses  untuk  mengembal i kannya  ke  keadaan  semula  dengan  

atu ran  hukum yang  tumpang  t i nd i h  seh ingga  d ipe r l u kan  

te robosan  dar i  pembuat  undang- undang;

4. Bahwa  kebera tan  yang  Tergugat  a jukan  dis i n i  ada lah  

menyangkut  persoa lan  kepemi l i k an  mula- mula  dar i  p ihak  

yang  per l u  dihad i r kan  dan  bukan  menyangkut  keputusan  

ta ta  usaha  negara ;

Maka berdasarkan  sega la  yang  te ru ra i  d i  atas ,  Terguga t  

mohon  dengan  hormat  sud i l ah  k i ranya  Pengadi l an  Neger i  

Jayapura  berkenan  memutuskan  dalam Putusan  Sela :

1. Bahwa gugatan  Penggugat  kurang  pihak ,  d imana Penggugat  
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t i dak  mel iba t kan  orang  yang  menjua l  tanah  kepadanya  

i t u :  per tama  ahl i  war i s  dar i  a lmarhum Lou is  Maraud je  

sebaga imana  te rcan tum  da lam  keputusan  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kotamadya  Jayapura  No.  530.1 /289 /HGB/1997  

dalam  po in  menimbang  bag ian  c  yang  menyebutkan  bahwa 

berdasarkan  sura t  pe lepasan  tanah  adat  Lou is  Maraud je .  

Kedua  berdasarkan  r i sa l ah  pan i t i a  pemer iksaan  tanah  A 

Nomor:  62/RPT/1997,  d is i t u  d i j e l a s kan  dalam  bag ian :  

r iwaya t  tanah :  d ipe ro l eh  pembel ian  dar i  a lmarhum Yul i  

I reuw  te r t angga l  05 Agustus  1995;

2. Mohon  kepada  Bapak  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim  yang  

menangan i  perkara  untuk  menolak  gugatan  in i ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

te l ah  menyangka l  da l i l - da l i l  gugatan  te rsebu t  dan  

seba l i k nya  mengajukan  gugatan  bal i k  ( rekonvens i )  yang  pada  

pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa  Tergugat  konvens i  da lam  kedudukannya  sekarang  

sebaga i  Penggugat  Rekonvens i  akan  mengajukan  ba las  

te rhadap  Penggugat  Konvens i  da lam  kedudukannya  

sekarang  sebaga i  Tergugat  Rekonvens i ;

2. Bahwa dal i l - da l i l  yang  te lah  d ipe rgunakan  dalam bag ian  

konvens i ,  mohon  dipandang  dikemukakan  dan  te rmasuk  

dalam da l i l  gugatan  rekonvens i  in i ;

3. Bahwa Tergugat  Rekonvens i  dan  kuasa  hukumnya  mencoba  

merongrong ,  mengin t im idas i ,  mengin jak  tanah  adat  yang  

disengke takan  tanpa  i j i n  pemi l i k  tanah  adat ;

4. Bahwa sanks i - sanks i  yang  dimin ta  Tergugat  Rekonvens i  

dan  kuasa  hukumnya  merupakan  aka l - aka lan  untuk  

memutar - ba l i k kan  fak ta  demi  kepent i ngan  Penggugat ;

5. Bahwa rumah Penggugat  yang  berd i r i  d i  atas  tanah  adat  

yang  disengke takan  dan  ke luarga  dar i  Tergugat  yang  

menempat i  rumah Penggugat  ada lah  wajar  karena  d ibangun  

di  atas  tanah  adat  mi l i k  Tergugat  yang belum d ibayar ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

da lam Rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  

supaya  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t :
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PRIMER:

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  tanah  sengketa  ada lah  mi l i k  Penggugat  

Rekonvens i ;

3. Menggugurkan /membata l kan  sura t  pe lepasan  tanah  adat  

yang

disengke takan  yang  diber i k an  o leh  almarhum  Lou is  

Maraud je  dan  almarhum Yul i  I reuw  dar i  s iapapun  kepada  

Tergugat  da lam rekonvens i  pada tangga l  05 Agustus  1995  

atau  pada  tangga l ,  bu lan  dan  tahun  yang  la i n  dan  

mengembal i kan  obyek  sengketa  tanah  adat  kepada  

Penggugat  da lam Konvens i  dan ke lua rga  Suku Srem Srem;

4. Membongkar  bangunan  mi l i k  Tergugat  da lam  Rekonvens i  

yang  berd i r i  d i  atas  tanah  adat  Penggugat  da lam 

Rekonvens i  tanpa  syara t ;

5. Membayar  kerug ian  yang  dide r i t a  ak iba t  h i l angnya  hak  

tanah  sengketa  mi l i k  Penggugat  da lam  Rekonvens i  dan  

ke luarga  besar  Suku  Srem  Srem  dapat l ah  dih i t ungkan  

sebesar  Rp 30.000 .000 .000  ( t i ga  puluh  mi lya r  Rupiah)  

dengan  patokan  harga  sesua i  SK Wal iko ta  Jayapura  No.  

67 tahun  1997 untuk  luas  tanah  15 ha (150 .000  m2) ;

6. Menghukum  Tergugat  da lam  Rekonvens i  untuk  membayar  

tanah  adat  Penggugat  da lam  Rekonvens i  yang  

disengke takan  tanpa  syara t  sesua i  tun tu tan  Tergugat  

sebesar  Rp 30.000 .000 .000  ( t i ga  puluh  mi lya r  Rupiah) ;

7. Menghukum  Tergugat  da lam  Rekonvens i  untuk  membayar  

se lu ruh  biaya  yang  t imbu l  ak iba t  perkara  in i ;

SUBSIDER:

Apabi l a  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  memi l i k i  per t imbangan  

la i n ,  mohon  k i ranya  memutuskan  dengan  sead i l - ad i l nya  dan  

j i k a  Bapak  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim  yang  mengadi l i  perka ra  

in i  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  adi l  dan  

t ransparan ;

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Neger i  

Jayapura  te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

30/Pd t .G /2007 /PN.Jp r . ,  tangga l  06  Februar i  2008,  yang  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya  sebaga i  ber i ku t :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI :

- Menolak  tun tu tan  prov i s i ona l  dar i  Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak  ekseps i  dar i  Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  untuk  

sebag ian ;

- Menyatakan  tanah  sengketa  ada lah  mi l i k  Penggugat  

Rekonvens i ;

- Menggugurkan /membata l kan  sura t  pe lepasan  tanah  adat  

yang

disengke takan  yang  diber i k an  o leh  almarhum  Lou is  

Meraud je  dan  almarhum Yul i  I reuw  atau  dar i  s iapapun  

dar i  Tergugat  da lam Rekonvens i  pada tangga l  05 Agustus  

1995  atau  pada  tangga l ,  bu lan  dan  tahun  yang  la i n  dan  

mengembal i kan  obyek  sengketa  tanah  adat  kepada  

Penggugat  da lam Konvens i  dan ke lua rga  Suku Srem Srem;

- Membongkar  bangunan  mi l i k  Tergugat  Rekonvens i  yang  

berd i r i  d i  atas  tanah  adat  Penggugat  Rekonvens i  tanpa  

syara t ;

- Menghukum kepada  Tergugat  Rekonvens i  membayar  kerug ian  

yang  dide r i t a  ak iba t  h i l angnya  hak  tanah  sengke ta  

mi l i k  Penggugat  Rekonvens i  (ke lua rga  besar  Suku  Srem 

Srem)  sebesar  Rp  500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  

Rupiah) ;

- Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  untuk  se leb ihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat  Konvens i /Te rguga t  Rekonvens i  untuk  

membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 469.000 ,00  (empat  

ra tus  enam puluh  sembi lan  r i bu  Rupiah) ;

Menimbang,  bahwa dalam t i ngka t  banding  atas  permohonan  

Penggugat  putusan  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  te lah  
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diba ta l kan  o leh  Pengad i l an  Tingg i  Jayapura  dengan  putusan  

No.  19/Pdt / 2008 /PT .Jp r . ,  tangga l  22  September  2008  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t :

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Penggugat /Pemband ing :  

Handoyo  Tjondrokusumo,  Di rek tu r  PT.  Andhika  Timur  

Surya ,  da lam hal  in i  d iwak i l i  o leh  kuasa  hukum Pet rus  

Ohoi t imur ,  S.H. ,  dkk . ,  para  advoka t / penas iha t  hukum 

te rsebu t ;

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  tangga l  

06  Februar i  2008,  No.  30/Pdt .G /2007 /PN.Jp r .  yang  

dimohonkan  banding ;

MENGADILI  SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan  tun tu tan  prov i s i  Penggugat /Pemband ing ;

- Menghent i kan  Tergugat /Te rband ing  melakukan  akt i f i t a s  

di  atas  tanah  sengketa  te rmasuk  menguasa i  bangunan  

mi l i k  Penggugat /Pemband ing  yang  berd i r i  d i  atas  tanah  

sengketa ;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak  ekseps i  dar i  Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan  gugatan  Penggugat /Pemband ing  untuk  

sebag ian ;

- Menyatakan  Penggugat /Pemband ing  ia l ah  pemi l i k  sah  atas  

tanah  se luas  49.991  m2 (empat  pu luh  sembi l an  r i bu  

sembi lan  ra tus  sembi lan  puluh  satu  meter  perseg i )  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  No.  584/1997  dan  

bangunan- bangunan  rumah yang  ada  d i  atasnya ,  te r l e t a k  

di  be lakang  Kampus  STIE  Ottow  &  Geiss le r  Kotara ja  

Dalam,  Desa/Ke lu rahan  Vim,  Dis t r i k  Abepura ,  Kota  

Jayapura ,  dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t :

• Sebelah  Utara :  tanah  H.  Yusin ;

• Sebelah  Timur :  tanah  adat ;

• Sebelah  Sela tan :  tanah  adat ;
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• Sebelah  Bara t :  tanah  adat ;

- Menyatakan  Tergugat /Te rband ing  te lah  melakukan  

perbua tan  melawan hukum ( onrech tmat i ge  daad ) ;

- Menghukum  Tergugat /Te rband ing  atau  s iapapun  juga  

mempero leh  hak  dar i  padanya  untuk  menyerahkan  kembal i  

tanah  dan  bangunan  rumah  obyek  sengketa  kepada  

Penggugat /Pemband ing  dalam  keadaan  kosong  seper t i  

semula  tanpa  beban apapun d i  atasnya ;

- Menghukum  Tergugat /Te rband ing  untuk  membayar  uang  

paksa  ( dwangsom)  sebesar  Rp 100.000 ,00  (se ra tus  r i bu  

Rupiah)  per  har i  kepada  Penggugat /  Pembanding  apab i l a  

Tergugat /Te rband ing  la l a i  melaksanakan  is i  putusan  

Pengad i l an  te rh i t u ng  se jak  putusan  berkekua tan  hukum 

te tap ;

- Menolak  gugatan  yang  se leb ihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  

untuk  se lu ruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat  Konvens i /Pengguga t  Rekonvens i  untuk  

membayar  ongkos  perkara  dalam  dua  t i ngka t  perad i l an  

yang  dalam  t i ngka t  banding  di te t apkan  sebesar  Rp 

120.000 ,00  (se ra tus  dua puluh  r ibu  Rupiah) ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Mahkamah Agung  R. I .  No.  

544  K/Pdt /2009  tangga l  25  November  2009  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i :  Marthen  

Er ich  Srem Srem te rsebu t ;

Menghukum Pemohon  Kasas i /Te rguga t  untuk  membayar  biaya  

perkara  in i  sebesar  Rp   500.000 ,00  ( l ima  ra tus  r i bu  

Rupiah) ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunya i  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Mahkamah Agung  

R. I .  No.  544  K/Pdt /2009  tangga l  25  November  2009  

dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Kasas i /Te rguga t /  Terband ing  

pada  tangga l  25  Februar i  2010,  kemudian  te rhadapnya  oleh  
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Pemohon  Kasas i /Te rguga t /Te rband ing ,  d ia jukan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  secara  l i san  pada  tangga l  05  Ju l i  2010  

sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  permohonan  penin jauan  

kembal i  No.  01/Ak ta /Pd t / 2010 /PN . Jpr .  yang  d ibua t  o leh  

Pani te ra /Sek re ta r i s  Pengadi l an  Neger i  Jayapura  permohonan  

mana dise r t a i  dengan  memor i  pen in j auan  kembal i  yang  memuat  

alasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  

Neger i  te rsebu t  pada tangga l  05 Ju l i  2010;

Bahwa  sete lah  i t u  oleh  Termohon 

Kasas i /Pengguga t /Pemband ing  yang  pada  tangga l  26  Ju l i  2010  

te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i   penin j auan  kembal i  dar i  

Pemohon Kasas i /Te rguga t /Te rband ing ,  d ia j ukan  jawaban  memor i  

pen in j auan  kembal i  yang  di te r ima  di  Kepani te r aan  Pengadi l an  

Neger i  Jayapura   pada tangga l  20 Agustus  2010;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo  

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama,  dia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  di ten tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  permohonan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t  fo rma l  

dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  alasan- alasan  yang  dia j ukan  o leh  

Pemohon Penin jauan  Kembal i /Terguga t  da lam memor i  penin j auan  

kembal i  te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah :          

1. Bahwa te rdapa t  keke l i r u an  nyata  untuk  memutuskan  bahwa 

Termohon  Penin jauan  Kembal i  adalah  pemi l i k  dar i  suatu  

lokas i  sengketa  hanya/  semata- mata  berdasarkan  bukt i  

Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  584  tahun  1997  yang  

te r l e t a k  di  Kelu rahan  Vim,  Kecamatan  Jayapura  Sela tan ,  

Prop ins i  I r i an  Jaya  (dahu lu )  sekarang  Papua  

sebaga imana  akan  diu ra i kan  di  da lam  poin - poin  

se lan ju t nya ;

2. Bahwa sebaga imana  d isebu t  d i  da lam keten tuan  Pasal  19  

ayat  1  bag ian  c  UUPA No.  5  Tahun  1960  d ika takan  

"Pember ian  sura t - sura t  tanda  bukt i  hak  yang  ber laku  

sebaga i  a la t  pembukt i an  yang  kuat " .  In i  ada lah  suatu  

ste l se l /  s is t em  pub l i kas i  negat i f  yang  mengandung  ar t i  

Hal .  13 dar i  24 ha l .  Put .  No.  38 PK/Pdt /2011
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se lama  be lum  dibuk t i k an  yang  seba l i knya ,  data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s  yang  d ican tumkan  di  da lam ser t i f i k a t  

harus  d i t e r ima  sebaga i  data  yang  benar  (d ianggap  

sebaga i  benar  se lama  belum  dibuk t i k an  yang  

seba l i k nya ) ;

3. Bahwa ha l  in i pun  se ja l an  dengan  pen je l asan  umum PP No.  

24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  di  da lam 

al i nea  ke  8  bar i s  ka l ima t  ke  3,  d imana  di j e l a s kan  

"Untuk  i t u  diber i kan  keten tuan  bahwa  se lama  belum 

dibuk t i k an  yang  seba l i knya ,  data  f i s i k  dan  data  

yur i d i s  yang  dican tumkan  dalam  ser t i f i k a t  harus  

di te r ima  sebaga i  data  yang  benar ,  ba ik  da lam perbua tan  

hukum sehar i - har i  maupun dalam sengketa  d i  Pengad i l an ,  

sepan jang  data  te rsebu t  sesua i  dengan  apa  yang  

te rcan tum  di  da lam  sura t  ukur  dan  buku  tanah  yang  

bersangku tan ;

4. Pembukt i an  seba l i k nya  ten tang  s iapa  pemi l i k  semula  

yang  berhak  melepaskan  alas  haknya  kepada  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  in i  yang  dipe rsoa l kan  dengan  

mel iha t  kepada  bukt i  a las  hak  di te rb i t k annya  

Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  584  tahun  1997  yang  

te r l e t a k  di  Kelu rahan  Vim,  Kecamatan  Jayapura  Sela tan ,  

Prop ins i  I r i an  Jaya  (dahu lu )  sekarang  Papua  kepada  

Termohon  Penin jauan  kembal i  yang  be lum d ipu tuskan  dan  

dipe r t imbangkan  apakah  te l ah  di l epaskan  oleh  yang  

berhak  atau  t i dak  (ka rena  secara  je l as  ada  dua  bukt i  

a las  hak  di te r b i t k annya  ser t i f i k a t  yang  data  f i s i k  dan  

data  yur i d i s nya  sa l i ng  ber ten tangan  dar i  Termohon  

Penin jauan  Kembal i ) ,  apakah  perbua tan  i t u  berdasarkan  

hukum atau  t i dak  berdasarkan  hukum seh ingga  ser t i f i k a t  

yang  te lah  di t e r b i t k an  apakah  dapat  d inya takan  

mempunyai  kekuatan  hukum  ataukah  t i dak  mempunyai  

kekuatan  hukum (sebaga imana  putusan  perkara  perda ta  

No.  04/Pdt .G /  PN.Jpr .  tangga l  13  November  1999  jo .  

Putusan  Pengad i l an  Tingg i  I r i an  Jaya  (dahu lu ,  sekarang  

Papua)  No.  20/Pdt / 2000 /PT . IRJA .  tangga l  02  November  
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tahun  2000  jo .  Putusan  Mahkamah Agung  R. I .  No.  2732  

K/Pdt /2003  tangga l  14  September  2007  anta ra  Ketua  

Sinode  Gere ja  Kr i s t en  In j i l i  melawan  Danie l  Yoku  dan  

kawan- kawan) ;

5. Bahwa  data  f i s i k  dan  data  yur id i s  in i l a h  yang  

dipe rsoa l kan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  se jak  

awal  perkara  in i  bergu l i r  te rmasuk  di  da lam pembukt i an  

dan  penerapan  hukum yang  te rdapa t  keke l i r u an  secara  

nyata ;

6. Bahwa data  f i s i k  sesua i  keten tuan  PP No.  24 Tahun 1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  adalah  kete rangan  mengenai  

le tak ,  batas  dan  luas  bidang  tanah ,  te rmasuk  mengena i  

adanya  bangunan  atau  bag ian  bangunan  di  atasnya .  

Sedangkan  data  yur i d i s  ada lah  kete rangan  mengenai  

sta tus  hukum bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun  yang  

dida f t a r ,  pemegang  haknya  dan  hak  pihak  la i n  ser ta  

beban- beban la i n  yang membebaninya ;

7. Bahwa data  f i s i k  dan  data  yur id i s  menyangkut  a las  hak  

semula  dar i  p ihak  per tama yang  melepaskan  hak  te rsebu t  

seh ingga  di te rb i t k an  Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  

584  tahun  1997  kepada  Termohon  pen in jauan  kembal i  

te rdapa t  2  (dua)  alas  hak  masing- masing  dar i  Yul i  

I reuw  (buk t i  P.1  dan  bukt i  P.2)  dan  Lou is  Maraud je  

(buk t i  P.3  dan  P.4)  untuk  lokas i  sengke ta  yang  sama 

dengan  luas  yang  sama,  tangga l  05,  bu lan  Agustus ,  dan  

tahun  1995  (yang  sama)  ser ta  dengan  batas - batas  yang  

sama  (buk t i - bukt i  yang  sa l i ng  ber ten tangan  te tap i  

kemudian  dipu tus  tanpa  dipe r t imbangkan  sebab- sebabnya  

sura t  pe lepasan /a l as  hak  mana yang  sah) .  Tetap i  yang  

kemudian  yang  dimasukan  atau  dia j ukan  untuk  dip roses  

menjad i  ser t i f i k a t  ada lah  alas  hak  dar i  Lou is  Meraud je  

sedangkan  alas  hak  yang  satunya  lag i  t i dak  dipaka i  

untuk  pengurusan  te tap i  d imasukan  sebaga i  bukt i  P.3  

dan  bukt i  P.4  d i  da lam  perkara  in i  yang  menunjukkan  

bahwa  ada  2  (dua)  p ihak  "sebaga i  pemi l i k "  yang  

melepaskan  haknya  kepada  Termohon  Penin jauan  Kembal i  
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yang  belum  diper t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tingg i  Papua  di  da lam  putusan  No.  

19/Pd t / 2008 /PT .Jp r .  te r t angga l  22  September  2008  dan  

dan  beg i t u  pu la  be lum  diper t imbangkan  o leh  Maje l i s  

Hakim  Kasas i  Mahkamah Agun  R. I .  d i  da lam putusan  No.  

544 K/Pdt /2009  te r t angga l  25 November  2009;

8. Bahwa  Termohon  Penin jauan  Kembal i  bukan  seorang  

pembel i  yang  ber i t i k ad  balk  dengan  mel iha t  kepada  

adanya  2  (dua)  "buk t i  kepemi l i k an "  a las  hak  semula  

yang  sa l i ng  ber ten tangan  untuk  satu  obyek  sengketa  

te rsebu t  yang  menunjukkan  bahwa  pembel ian  te rsebu t  

untuk  tu j uan  speku las i ;

9. Bahwa  Maje l i s  Hakim  t i ngka t  Pengadi l an  Tingg i  dan  

t i ngka t  Kasas i  te l ah  ke l i r u  mempert imbangkan  bukt i -

bukt i  ser ta  penerapan  hukum  pembukt i an  dalam  ha l  

sengketa  kepemi l i k an  sesua i  dengan  ste l se l  

negat i f / p ub l i k a s i  negat i f  dar i  hukum agrar i a  (UUPA)  

dan  pera tu ran  pendaf ta ran  tanah  PP  No.  24 Tahun  1997  

menyangkut  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  sebaga imana  

pen je lasan - pen je lasan  sebe lumnya  t i dak l ah  semata- mata  

berpedoman  kepada  Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  

584/1997  atas  nama  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

sedangkan  Maje l i s  Hakim  t i ngka t  Pengad i l an  Tingg i  

Jayapura  dan Maje l i s  Hakim Kasas i  Mahkamah Agung be lum 

memutuskan  ten tang  adanya  juga  2 (dua)  bukt i  a las  hak  

(buk t i  P.1  dan  P.2  dar i  Yul i  I reuw  dan  bukt i  P.3  dan  

P.4  dar i  Lou is  Meraud je  yang  dipaka i / d imasukan  sebaga i  

bukt i  pada  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  oleh  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  yang  sa l i ng  ber ten tangan)  te rmasuk  

keputusan  ten tang  s iapakah  pemi l i k  semula  dar i  lokas i  

te rsebu t ;  apakah  Yul i  I reuw,  Louis  Meraud je  ataukah  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  yang  nant i  akan  te r l i h a t  

data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  sesua i  PP No.  24  Tahun  

1997  berupa  alas  hak  yang  kemudian  di j ad i kan  dasar  

di te rb i t k annya  ser t i f i k a t  i t u  apakah  sah  atau  t i dak ,  

jad i  kepemi l i k an  lokas i  sengketa  i t u  sesua i  ste l se l  
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negat i f  UUPA t i dak  semata- mata  berdasarkan  nama yang  

te l ah  te rcan tum  di  da lam ser t i f i k a t  te rsebu t  seh ingga  

harus lah  diba ta l kan  keputusan  Mahkamah  Agung  da lam 

perkara  perda ta  No.  544  K/Pdt /2009  te r t angga l  25  

November  2009  dan  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Papua  No.  

19/Pd t / 2008 /PT .Jp r .  te r t angga l  22  September  2008  yang  

belum mempert imbangkan  secara  lengkap  bukt i - bukt i  a las  

hak  dar i  Termohon  Penin jauan  Kembal i  (buk t i  P.1  dan  

P.2  d iband ingkan

dengan  bukt i  P.3  dan  P.4  yang  sangat  sa l i ng  

ber ten tangan  sebaga i  bukt i  dar i  Termohon  Penin jauan  

Kembal i ) ;

10. Bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tingg i  

Jayapura  dalam  putusan  perkara  perda ta  No.  

19/Pd t / 2008 /PT .Jp r .  tangga l  22  September  2008  ser ta  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim Kasas i  da lam putusan  kasas i  

No.  544  K/Pdt /2009  be lum  d i l akukan  secara  sempurna ,  

lengkap  dan  seksama  di  da lam  hal  adanya  bukt i - bukt i  

kepemi l i k an  yang  sa l i ng  ber ten tangan  berupa  bukt i  P.1  

dan  P.2  dar i  Termohon  Penin jauan  Kembal i  menunjukkan  

alas  hak  semula  ada lah  "mi l i k  Yul i  I reuw" .  Sedangkan  

bukt i  P.3  dan  P.4  dar i  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

menunjukkan  alas  hak  semula  ada lah  mi l i k  "Lou i s  

Meraud je  ataukah  mi l i k  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

be lumlah  dipu tuskan  dan dipe r t imbangkan  sebab- sebabnya  

sesua i  dengan  ste l se l  negat i f  dar i  Undang- Undang Pokok  

Agrar i a  (UUPA)  dan  pera tu ran  pendaf ta ran  tanah  No.  24  

Tahun  1997  ten tang  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  d imana  

keberadaan  nama  yang  te rcan tum  di  da lam  ser t i f i k a t  

masih  dapat  d ipe rsoa l kan  apakah  di l epaskan  oleh  orang  

yang  berhak  atau  t i dak  (berdasarkan  hukum atau  t i dak  

berdasarkan  hukum)  ser ta  apakah  ser t i f i k a t  yang  te lah  

dike lua rkan  dapat  d inya takan  mempunyai  kekuatan  hukum 

atau  t i dak .  Hal  in i l a h  yang  belum d iper t imbanc i kan  dan  

dipu tuskan ;

11. Bahwa  sengke ta  kepemi l i k an  sesua i  s te l se l  negat i f  
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dar i  UUPA dan pera tu ran  pendaf ta ran  tanah  No.  24 Tahun  

1997  ten tang  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  t i dak l ah  

semata- mata  hanya  d i t en tukan  berdasarkan  Ser t i f i k a t  

HGB No.  584/1997  atas  nama Termohon Penin jauan  Kembal i  

d imana  dapat  d ibuk t i k an  sebaga i  ber i ku t :  ada  te rdapa t  

2  (dua)  alas  hak  yang  te l ah  di te r ima  o leh  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  yang  kemudian  sa lah  satu  alas  hak  

te rsebu t  d ipaka i  untuk  mengurus  Hak Guna Bangunan  No.  

584/1997  dar i  Termohon  Penin jauan  Kembal i ,  yang  bukt i  

in i  be lum  d iper t imbangkan  dan  d ipu tuskan  oleh  

Pengad i l an  Tingg i  Jayapura  dan  Maje l i s  Hakim  Kasas i  

ten tang  sengketa  kepemi l i k an ;

12. Bahwa ke  2  (dua)  a las  hak  dar i  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  (buk t i  P.1  dan  bukt i  P.2  menunjukkan  a las  hak  

ada lah  "kepunyaan  Yul i  I reuw"  sedangkan  bukt i  P.3  dan  

bukt i  P.4  menunjukkan  a las  hak  ada lah  "kepunyaan  Louis  

Meraud je "  dengan  luas  yang  sama ya i t u  15 ( l ima  belas )  

hekta r  dar i  masing- masing  alas  hak  ser ta  dengan  

batas - batas  yang  sama sebaga i  ber i ku t :

• Sebelah  Utara  :  tanah  mi l i k  Yayasan  Ot tow  

Geiss le r ;

• Sebelah  Timur  :  tanah  mi l i k  Yayasan  Ot tow  

Geiss le r ;

• Sebelah  Sela tan  :  tanah  mi l i k  Unive rs i t a s  

Cenderawas ih ;

• Sebelah  Bara t  :  tanah  mi l i k  Unive rs i t a s  

Cenderawas ih  ( l i h a t  bukt i  baru  Sura t  Pernya taan  

bersama  anta ra  Kepala  Suku  Srem- Srem  (Mar then  

Er ich  Srem)  dengan  Rekto r  Univers i t a s  

Cenderawas ih  te r t angga l  19 Desember  2007) ;

13. Bahwa batas  tanah  sengke ta  yang  di l epaskan  di  sebe lah  

Sela tan  adalah  tanah  mi l i k  Unive rs i t a s  Cenderawas ih  

dan  batas  d i  sebe lah  Bara t  ada lah  tanah  mi l i k  

Unive rs i t a s  Cenderawas ih  ke  dua  batas  in i  sebaga imana  

di j e l a skan  d i  da lam proses  s idang  semula  adalah  tanah  

mi l i k  Marthen  Er i ch  Srem/Pemohon  Penin jauan  Kembal i  
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sebaga imana  bukt i  tambahan  yang  dimasukan  untuk  

memperkuat  bahwa lokas i  sengke ta  ada lah  mi l i k  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  (buk t i  baru  Sura t  Pernya taan  

bersama  anta ra  Kepala  Suku  Srem- Srem (Mar then  Er i ch  

Srem)  dengan  Rekto r  Unive rs i t a s  Cenderawas ih  tangga l  

19  Desember  2007) ,  se la i n  bukt i  putusan  Pengadi l an  

Neger i  Jayapura  No.  91/Pdt .G /2001 /PN.Jp r .  (buk t i  T.5  

dar i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i )  dan  Putusan  

Pengad i l an  Tingg i  I r i a n  Jaya  (dahu lu ,  sekarang  Papua)  

No.  24/Pdt / 2002 /PT . IRJA  (buk t i  T.6  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i )  atas  lokas i  tanah  Dik ta t  Pemda 

Prop ins i  I r i an  Jaya  dahu lu ,  sekarang  Papua  yang  

berba tasan  langsung  dengan  lokas i  sengke ta  sekarang  

in i  d i  mana is i  putusan  in i  te rmasuk  tambahan  sura t  

bukt i  baru  sebenarnya  menegaskan  lokas i  sengketa  

ada lah  merupakan  tanah  mi l i k  Suku  Srem- Srem/Pemohon 

Penin jauan  Kembal i ;

14. Bahwa  Pengad i l an  Tingg i  Jayapura  t i dak  melaksanakan  

keten tuan  yang  ada  dengan  ba ik  ya i t u  t i dak  

memper t imbangkan  bukt i  T.2  dar i  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  d i  mana menyangkut  kepemi l i k an  lokas i  sengketa  

dar i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  ten tang  Keputusan  

Dewan Adat  Tobat i  Enggros  No.  15/DATE/ I I / 1 993  ten tang  

pengakuan  dan  pemi l i k an  hak  atas  tanah  Suku  Srem-

Srem/Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d i  mana  lokas i  

sengketa  d ike l i l i n g i  o leh  tanah  mi l i k  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  kemudian  di l epaskan  oleh  yang  t i dak  

berhak  kepada  Termohon  Penin jauan  Kembal i  kemudian  

te rb i t  Ser t i f i k a t  HGB No.  584/1997  atas  nama Termohon  

Penin jauan  Kembal i  seh ingga  masalah  kepemi l i k an  yang  

dipe rsoa l kan  adalah  alas  hak  d i l epaskan  oleh  orang  

yang  t i dak  berhak  ada lah  merupakan  perbua tan  melawan  

hukum,  kemudian  yang  dimin takan  oleh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  ada lah  membata lkan  pe lepasan  (a las  

hak)  yang  d i l epaskan  oleh  Lou is  Meraud je  atau  Yul i  

I reuw  atau  oleh  s iapapun .  Begi tu  pu la  Ser t i f i k a t  HGB 
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No 584/1997  atas  nama Termohon  Penin jauan  Kembal i /PT .  

Andika  Timur  Surya  yang  te lah  di t e rb i t k an  harus  

dinya takan  t i dak  mempunya i  kekuatan  hukum.  In i  

menje laskan  masalah  kepemi l i k an  lokas i  sengketa  t i dak  

bisa  semata - mata  di ten tukan  oleh  nama yang  te rcan tum  

di  da lamnya  te tap i  harus  memper t imbangkan  dan  

mernutuskan  kepemi l i k an  berdasarkan  ste l se l  negat i f  

dar i  UUPA  ser ta  data  f i s i k  dan  data  yur id i s  

berdasarkan  PP No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah;

15. Bahwa ke  dua  alas  ha l  in i  yang  dipe rsoa l kan  apakah  

sah  atau  t i dak  ser ta  be lum  diper t imbangkan  dengan  

seksama o leh  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tingg i  Jayapura ,  

juga  belum  diper t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim  Kasas i  

te tap i  te l ah  d i j a t uhkan  putusan  hanya  semata- mata  

berdasarkan  adanya  Ser t i f i k a t  HGB No.  584/1997  tanpa  

memper t imbangkan  kepemi l i k an  berdasarkan  ste l se l  

negat i f  dar i  UUPA dan  data  f i s i k  ser ta  data  yur i d i s  

sesua i  PP No.  24 Tahun 1997;  

16. Bahwa data  f i s i k  dar i  ke  dua alas  hak  yang  yang  sa lah  

satu  menjad i  dasar  di t e rb i t k an  Ser t i f i k a t  HGB No.  

584/1997  (buk t i  P.3  dan  P.4  atas  nama "pemi l i k  Lou is  

Meraud je " )  adalah  sama rnengena i  tangga l  d i l akukannya  

pelepasan  hak  ( jua l - be l i ) ,  sama mengenai  luasnya  dan  

sama mengenai  batas - batasnya  dengan  bukt i  (P.1  dan P.2  

atas  nama "pemi l i k  Yul i  I reuw"  (obyek  yang  sama dar i  

bukt i - bukt i  Termohon  Penin jauan  Kembal i  te tap i  

d i l epaskan  oleh  pihak  yang  ber la i nan )  be lumlah  

dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  

Jayapura  dalam  putusan  perkara  perda ta  No.  

19/Pd t / 2008 /PT .Jp r .  tangga l  22  September  2008  dan  

Maje l i s  Hakim  Kasas i  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  

perda ta  No.  544  K/Pdt / 2009  te r t angga l  25  November  

2009;

17. Bahwa  per t imbangan  hukum  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tingg i  Jayapura  di  da lam  putusan  No.  
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19/Pd t / 2008 /PT .Jp r .  tangga l  22  September  2008  pada  

halaman  9  bar i s  ka l ima t  ke  23  sampai  dengan  bar i s  

ka l ima t  ke  26  yang  kami  kut i p  "Menimbang,  bahwa juga  

berdasarkan  kete rangan  3  ( t i ga )  orang  saks i  dar i  

Penggugat /Pemband ing  masing- masing  bernama  Pie te r  

Rahawaren ,  Anis  Sokoy  dan  Hengk i  l reeuw,  menerangkan  

bahwa  tanah  sengketa  benar  mi l i k  suku  l r eeuw  yang  

sudah  di l epas  dengan  sah  kepada  Penggugat /Pemband ing  

sesua i  atu ran" ;

Sela in  i t u  "Menimbang,  bahwa  dar i  sebag ian  tanah  yang  

sudah  dibebaskan  te rsebu t  se luas  49.991  m2 te l ah  

di te rb i t k an  ser t i f i k a t n ya  atas  nama  PT.  Andika  Timur  

Surya  (buk t i  P.5) ;

18. Bahwa  per t imbangan  hukum  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tingg i  Jayapura  te rsebu t  pada  po in  17  di  atas  ada lah  

ke l i r u  atau  merupakan  kekh i l a f an  nyata  karena  mengaku i  

a las  hak  di te r b i t k annya  ser t i f i k a t  te rsebu t  ada lah  

berasa l  dar i  suku  l r eeuw  (buk t i  P.1  dan  P.2  yang  

menyatakan  alas  hak  "mi l i k  suku  l r eeuw"  sedangkan  yang  

dip roses  menjad i  Ser t i f i k a t  HGB       No.  584/1997  

ada lah  bukt i  P.3  dan  P.4  yang  menyatakan  a las  hak  

"berasa l  dar i  Lou is  Meraud je "  (d i  da lam  pers idangan  

pada  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  Termohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i /Pemband ing /  Penggugat  t i dak  

menghadi r kan  saks i  Lou is  Meraud je ,  cs . )  yang  mana alas  

haknya  digunakan  untuk  proses  penerb i t an  Ser t i f i k a t  

HGB No.  584/1997  atas  nama PT.  Andika  Timur  Surya ,  

sebaga imana  pen je lasan  dar i  sura t  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Kota  Jayapura  No.  500- 81/293 /BPN tangga l  11  

September  2009  seka l i gus  in i  menunjukkan  keke l i r u an  

atau  kekh i l a f an  nyata  dar i  dar i  Hakim  Pengad i l an  

Tingg i  Jayapura  dan Hakim Kasas i  Mahkamah Agung (buk t i  

baru / t ambahan  dar i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i ) .  

Sedangkan  menyangkut  pelepasan  mana yang  sah  BPN Kota  

Jayapura  t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  meni la i  

kebenaran  mater i a l  atas  pe lepasan  te rsebu t  (a las  hak  
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semula)  seh ingga  perkara  in i  d ibawa  ke  Pengad i l an  

te tap i  be lum  diper t imbangkan  dan  d ipu tuskan  sebab- -

sebabnya  dengan  seksama  berdasarkan  ste l se l  negat i f  

dar i  UUPA ser ta  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24 Tahun 1997  

ten tang  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  ten tang  sengketa  

kepemi l i k an  seh ingga  harus lah  di to l a k  atau  t i dak  

di te r ima /  membata lkan  putusan  kasas i  Mahkamah  Agung  

R. I .  d i  da lam  putusan      No.  544  K/Pdt /2009  

te r t angga l  25 November  2009 .se r t a  membata lkan  putusan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tingg i  Jayapura  dalam putusan  

perkara  perda ta  No.  19/Pd t / 2008 /PT .Jp r .  tangga l  22  

September  2008;

19. Bahwa  lokas i  sengketa  te rsebu t  secara  f i s i k  nyata  

t i dak  pernah  dikuasa i  o leh  Termohon Penin jauan  Kembal i  

beg i t u  pu la  obyek  sengketa  te rsebu t  d ipe ro l eh  oleh  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  bukan  dengan  i t i k ad  baik  

yang  secara  kasat  mata  dapat  d i l i h a t  dar i  adanya  2 

(dua)  a las  hak  dar i  Termohon  Penin jauan  Kembal i  yang  

sa l i ng  ber ten tangan ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa  alasan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  o leh  karena  Judex  Jur i s  t i dak  melakukan  

kekh i l a f an  atau  suatu  keke l i r u an  nyata ;

Bahwa  alasan  yang  d ikemukakan  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  hanya  ulangan  fak ta  yang  te l ah  diper t imbangkan  

dengan benar  o leh  Judex  Fact i  dan Judex  Jur i s ;

Bahwa  obyek  sengketa  di l epaskan  atas  perse tu j uan  dan  

sepengetahuan  Penguasa  Lembaga  Adat  lengkap  dengan  

Cap/Stempel  sesua i  dengan  jaba tan  mereka  masing- masing  

dalam  lembaga  adat  te r sebu t  dan  juga  atas  sepengetahuan  

dar i  Kepala  Pemer in tahan  Wi layah  Kecamatan  Jayapura  dan  

Kepala  Kelu rahan  Vim,  Dis t r i k  Abepura ,  Kota  Jayapura ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  di  atas ,  maka 

permohonan  pen in jauan  kembal i  yang  dia jukan  o leh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i :  Marthen  Er ich  Srem Srem te rsebu t  harus  
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di to l ak ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  penin jauan  

kembal i  dar i    Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d i t o l a k ,  maka 

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d ihukum  untuk  membayar  b iaya  

perkara  dalam pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  in i ;  

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  4 

Tahun  2004,  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  dan  Undang-

Undang  Nomor  14  Tahun  1985   sebaga imana  yang  te l ah  diubah  

dengan  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 2004 dan perubahan  kedua  

dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I :

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i :  MARTHEN ERICH SREM SREM te rsebu t ;

Menghukum  Pemohon  Penin jauan  Kembal i /Terguga t  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  

in i  sebesar                     Rp  2.500 .000 ,00  (dua  ju t a  

l ima  ra tus  r i bu  Rupiah) ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam   rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Rabu,  tanggal  20  Apri l  2011  o leh  

DR.  HARIFIN  A.  TUMPA,  S. H. ,  M. H. ,  Hakim  Agung  yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  I  MADE TARA, S. H.  dan  PROF.  DR.  H.  MUCHSIN,  S. H. ,  

Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota  dan  diucapkan  dalam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i tu  juga  o leh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  

oleh  H.  PRAYITNO  IMAN  SANTOSA,  S.H. ,  M.H. ,  Pani te ra  

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh  kedua  belah  pihak .

      Hakim- Hakim Anggota :  

Ketua  Maje l i s ,

              t t d .  

t t d .

I  MADE TARA,  S. H.                                       DR.  

HARIFIN  A.  TUMPA, S. H. ,  M. H.                           

              t t d .  
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PROF. DR.  H.  MUCHSIN,  S. H.                          

  

Pani te ra  Penggant i ,

  

t t d .

                                      H.  PRAYITNO 

IMAN SANTOSA, S. H. ,  M. H.

Biaya  – biaya  Penin jauan  Kembal i :

1. Metera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp         
6.000 ,00

2. Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp         
5.000 ,00

3. Admin is t r a s i  PK …..   Rp         2.489 .000 ,00  
4. J u m l  a h . . . . . . . . . . . . . .   Rp 2.500 .000 ,00

Untuk  Sal inan
MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H. ,  M.H.
NIP.  040044809

Hal .  24 dar i  24 ha l .  Put .  No.  38 PK/Pdt /2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24


